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TAJUK RENGANA
Terapkan WFA Demi Layani Wisatawan

ADA hal menarik dalam soal
penerapan kebijakan Work from
Anywhere (WFA) menjelang Lebar-
an 2025. Secara nasional, peme-
rintah telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Menpan RB Nomor 2
Tahun 2025, yang isinya memberi
fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja
dari mana saja pada 24-27 Maret
2025. Kebijakan ini bertujuan me-
ngurangi kemacetan saat arus
mudik, terutama di Pulau Jawa.
Namun, Pemda DIY ada kebijakan
tersendiri yang berbeda dengan SE
Menpan RB No 2 Tahun 2025.
Pemda DIY tidak menerapkan kebi-
jakan WFA bagi ASN dalam libur
Lebaran mendatang (KR 19/3).

Mengapa Pemda DIY tak mene-
rapkan kebijakan WFA ? Alasannya
sangat masuk akal, bahkan sangat
berorientasi pada kepentingan pu-
blik. Pemda DIY ingin agar pela-
yanan kepada masyarakat tetap
berjalan optimal, terutama dalam
menyambut wisatawan ke DIY.
Pemda DIY juga ingin memastikan
layanan yang bersifat langsung
kepada masyarakat tetap berjalan
seperti biasa, misalnya layanan ke-
sehatan, panti sosial dan sebagai-
nya yang berhubungan langsung
dengan masyarakat.

Kita bisa memahami alasan
Pemda DIY yang tidak menerap-
kan WFA, mengingat tidak semua
sektor dapat dilayani secara re-
mote, misalnya sektor wisata dan
kuliner. Sektor ini masih membu-
tuhkan interaksi fisik. Tak hanya itu,
masih ada sektor di pemerintahan
yang mengadalkan administrasi
berbasis dokumen fisik. Bahkan,
kehadiran fisik menjadi indikator
utama produktivitas.

Hemat kita, penerapan WFA
tetap ada plus minusnya. Positifnya
tentu pada aspek praktis dan efi-
sien, karena pekerjaan bisa dila-
kukan di manapun berada. Sedang

minusnya, terkait dengan sistem
pengawasan atau monitoring yang
kurang efektif, apalagi untuk jenis
pekerjaan yang butuh koordinasi
tatap muka langsung. Dampak se-
lanjutnya, produktivitas menjadi
menurun lantaran monitoring tidak
berjalan efektif. Ini problem dan tan-
tangan yang harus dihadapi instan-
si yang menerapkan WFA.

Kita tetap mengapresiasi langkah
Pemda DIY yang tidak menerap-
kan WFA demi memberi pelayanan
optimal kepada masyarakat, teruta-
ma wisatawan yang berkunjung ke
DIY. Seperti tahun-tahun sebelum-
nya Yogya selalu diserbu wisata-
wan dari berbagai daerah. Hampir
semua destinasi wisata ramai
dikunjungi wisawatan. Targetnya,
mereka tidak hanya berkunjung sa-
ja, melainkan juga membelanjakan
uangnya di DIY, sehingga roda per-
ekonomian terus berputar.

Bagi pelaku usaha di bidang per-
hotelan, restoran, kuliner, terutama
UMKM, inilah saatnya untuk berbu-
ru rezeki melimpah. Syaratnya,
mereka harus memberi pelayanan
yang optimal kepada pengunjung
atau wisatawan. Tak boleh lagi ada
cerita pedagang yang nuthuk harga
yang notabene membuat kon-
sumen kesal dan merasa kapok
berbelanja. Inilah yang harus men-
dapat perhatian dari para pelaku
usaha maupun stakeholder.

Dalam kaitan itulah kita bisa
memahami mengapa Pemda DIY
tidak menerapkan kebijakan WFA
menyambut Lebaran tahun ini.
Dengan kata lain, ASN diminta all
out melayani wisatawan. Tentu ini
membutuhkan persiapan yang
matang. Bikinlah mereka betah
tinggal di Yogya, dan kalau perlu
menghabiskan uangnya di Yogya.
Pelayanan yang prima dan manusi-
awi akan membuat mereka se-
makin betah di Yogya. [ -d
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Banalitas Kekuasaan

PADA tahun
1941, Hannah
Arendt menulis
Eichmann in Je-
russalem : A Re-
port on The Ba-
nality of Evil.
Tulisan ini men-
ceritakan tin-
dakan Adolf
Eichmann, se-
orang anggota rezim Nazi yang menja-
di arsitek pembantaian massal yang
diceritakan lebih dari 11 juta orang
menjadi korbannya. Eichmann berse-
dia dengan sadar bergabung dalam
program pembantaian manusia
dan kesediaan tersebut mem-
perlihatkan kegagalannya dalam
berpikir dan menilai tindakannya.
Kekejaman Eichmann dalam Holo-
caust dapat dikaji sebagai bagian
persoalan psikologis, di mana ia
merupakan seorang manusia nor-
mal, tetapi ketika dilihat dari
sudut kesadaran dan nurani, ia
bertindak tanpa berpikir dan men-
jalankan perintah atasan tanpa
memikirkan akibat-akibatnya pa-
da korban.

Penelitian Hannah Arendt masih
relevan untuk melihat perilaku pe-
jabat kekuasaan hari ini, di mana
kerap ada kebijakan yang memper-
lihatkan sisi sewenang-wenang pe-
megang kekuasaan. Merujuk pada
tindakan Eichmann, kekuasaan
memiliki daya yang kuat sehingga
orang-orang yang bekerja di dalam-
nya dapat dengan mudah
melepaskan keberpihakannya pada
orang-orang yang lemah, tidak dapat
menimbang benar atau salah, dan man-
afikan nasib korban. Dalam beberapa
studi, banalitas kejahatan di tubuh
kekuasaan akan berjalan tanpa kendali
dalam sistem politik tirani, di mana pe-
merintahan dijalankan secara absolut
oleh penguasa.

Pertanyaannya, bisakah banalitas
kejahatan terjadi dalam sistem demo-
krasi? Idealnya tidak terjadi, karena
keputusan politik dalam sistem demo-
krasi ditentukan kehendak rakyat. Na-
mun, praktik kekuasaan kerap berbe-
da. Ada banyak kebijakan dikendali-
kan oleh sekelompok kecil elite yang
mengarah pada sistem politik aris-
tokrasi dan oligarkhi. Bahkan di masa
orde baru, kekuasaan dijalankan de-
ngan otoriter di tengah sistem politik
demokrasi.

M Syafi’ie

Kekuasaan Saat Ini

Apakah pemerintahan saat ini telah
menjalankan banalitas kekuasaan?
Apakah aparat negara menjalankan
perintah total penguasa tanpa memi-
kirkan baik-buruk kebijakannya? Per-
tanyaan ini perlu diuji dengan bukti
bagaimana kekuasaan saat ini bekerja.
Sejauh ini, sangat terasa komando
yang sentralistik diperagakan Presi-
den Prabowo Subianto. Pendekatan
pertahanan-keamanan terlihat nyata.
Para anggota kabinet dan kepala da-

erah didoktrin dengan gaya militer.
Dalam konteks kebijakan, apa yang
dikehendaki Presiden sepertinya tidak
ada yang berani mengkritisi, bahkan
suara kritis para wakil rakyat hanya
menyasar perilaku Menteri, tidak be-
rani mengkritisi penguasa utama.
Gaya pemerintahan saat ini mengk-
watirkan. Tidak terbayang semua ke-
bijakan harus tunggal dan fungsi check
and balances cabang-cabang kekuasa-
an tidak berjalan. Kekuasaan yang se-
hat idealnya menghadirkan komunika-
si intersubjektif, di mana orang-orang
yang bekerja di tubuh kekuasaan da-
pat berkomunikasi tanpa ketakutan,
pejabat yang berada di ragam cabang
kekuasaan tetap menjaga nalar kritis,
dan antara satu dengan yang lain sa-
ling menjaga marwah fungsi pokok
kewenanganya agar keseimbangan

kekuasaan tetap terjaga. Presiden dan
pelaksana kekuasaan eksekutif harus
dikritisi agar program-program peme-
rintahan tidak jatuh pada kesewe-
nang-wenangan.

Kondisi kekuasaan yang tersentral-
isasi dan komunikasi komando yang be-
gitu kuat seperti telah mematikan ke-
sadaran kritis para pejabat kekuasaan.
Kondisi ini walau tidak serupa pernah
terjadi di era kekuasaan demokrasi ter-
mimpin dan orde baru, di mana negara
waktu itu dikendalikan sepenuhnya
oleh penguasa tertinggi dan negara ke-
mudian jatuh pada otoritarianisme. Di
era demokrasi terpimpin, DPR hanya
bertugas menjadi legitimasi terha-
dap keputusan-keputusan politik
yang dibuat pemerintah. Keadaan
serupa terjadi di era rezim orde
baru, di mana pemerintahan ke-
mudian menjelma  sebagai
kekuasaan teror (state terorisme)
yang secara sistemik melakukan
penundukan terhadap masyara-
kat sipil dengan kekuatan ABRI,
serta berlanjut dengan pembuatan
aturan dan kebijakan yang mem-
bungkam kritik, kebebasan pers,
dan hak asasi manusia.

Untungnya saat ini masih ada
masyarakat sipil yang berani ber-
pendapat. Beberapa suara kritis
antara lain perihal kebijakan
efisiensi anggaran yang salah
kaprah, pajak yang naik, gelom-
bang pemutusan hubungan kerja,
tidak jelasnya komitmen negara
terhadap permasalahan HAM,
dan revisi RUU TNI yang menjadi
penanda absah hadirnya rezim
neo orde baru. Suara kritis masyarakat
sipil adalah harapan satu-satunya di
tengah kekuasaan yang mengarah pa-
da sistem otoritarinisme. (*)-d

*)M Syafi’ie, Dosen Fakultas
Hukum UIL

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.  Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas dan foto
diri. Terimakasih.

Indonesia Terang: Tetap Optimis Membangun Masa Depan yang Cerah

TAGAR
#IndonesiaGelap
mendadak menja-
di trending di me-
dia sosial X
(Twitter) pada 17
Februari 2025,
dengan ribuan
unggahan yang
membahas aksi
protes terhadap
kebijakan peme-
rintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu ini kemudian ramai direspons neti-
zen sebagai cerminan keresahan masya-
rakat atas berbagai kebijakan pemerin-
tah yang dinilai tidak berpihak kepada
rakyat.

Dari dunia maya, gerakan Indonesia
Gelap berpindah ke jalanan dengan di-
lakukannya unjukrasa mahasiswa pada
17 Februari 2025 di berbagai kota, se-
perti Jakarta, Bandung, Lampung, Su-
rabaya, Malang, Samarinda, Banjarma-
sin, Aceh, dan Bali. Tidak berhenti di
situ, pada 20 Februari 2025, gerakan
unjukrasa juga masih berlanjut di ber-
bagai kota, termasuk Kota Yogyakarta
yang digadang sebagai puncaknya. Un-
jukrasa pada 20 Februari 2025 yang di-
inisiasi kembali oleh BEM ST ini dipilih
karena bertepatan dengan hari pelan-
tikan kepala daerah terpilih, sehingga
massa juga ingin memberikan "pesan”
kepada kepala-kepala daerah terpilih.

Indonesia Terang

Di sisi lain terdapat gerakan dengan
narasi berlawanan, yaitu Indonesia
Terang. Tagar ini belum masuk dalam
30 teratas Trending X per 20 Februari
2025. Namun berdasarkan analisis
tagar, gerakan ini sudah menjangkau
123,800 akun di media sosial, seperti
Instagram, TikTok, YouTube, dan X
(brandmentions.com, 20/2/2025) dengan
31,185 jangkauan di X (dash.twit-
terbinder.com, 20/2/2025). Gerakan
lawan ini menegaskan bahwa kebi-
jakan-kebijakan yang dikritik sebetul-
nya berusaha memperbaiki keadaan
Indonesia dan menguntungkan rakyat
Indonesia, atau narasi tentang komit-
men Presiden Prabowo untuk rakyat.

Sebagai negara yang mengedepankan

Harman Nugroho

demokrasi, semua opini baik Indonesia
Gelap dan Indonesia Terang adalah ben-
tuk dari kebebasan berpendapat. Ini
adalah hak asasi manusia sebagaimana
juga dilindungi dalam Pasal 28 dan
Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Maka, menjadi normal un-
tuk ruang publik untuk dipenuhi
berbagai ekspresi dari berbagai perspek-
tif, yang berlawanan sekalipun.

Meski demikian, pilihan diksi Indo-
nesia Gelap (dzulmatun) tersebut dinilai
tidaklah tepat dan berpotensi bahaya se-
cara spiritual. Secara hakikat menutupi
(Kufr), mengabaikan limpahan berkah,
rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk
seluruh bangsa dan negara Indonesia.
Pada aspek keamanan sosial, diksi Indo-
nesia Gelap lebih cenderung bermotif
provokatif dan membuka peluang pintu
secara luas aksi agitatif-destruktif.

Tetap Optimis Indonesia Maju

Indonesia, negara dengan lebih dari
270 juta penduduk, memiliki potensi
yang luar biasa untuk menjadi negara
maju. Dengan sumber daya alam yang
melimpah, letak geografis yang stra-
tegis, dan masyarakat

ruh negeri. Ini telah membantu mening-
katkan efisiensi dan produktivitas, serta
meningkatkan kualitas hidup masyara-
kat.

Namun, meski Indonesia memiliki
banyak kelebihan, masih ada beberapa
masalah yang perlu diatasi. Korupsi, ke-
miskinan, dan ketidaksetaraan masih
menjadi pekerjaan rumah Pemerintah
yang perlu segera diselesaikan. Karena
itu, diperlukan kerja sama dan komit-
men dari semua pihak, termasuk peme-
rintah, elemen masyarakat, dan swasta,
untuk membangun Indonesia yang lebih
baik.

Jadi, jangan percaya bahwa Indonesia
sepenuhnya gelap. Mari kita lihat sisi
lainnya bahwa Indonesia memiliki po-
tensi besar untuk menjadi negara maju
dan sejahtera. Daripada kita ribut de-
ngan urusan politik dan kepentingan,
mari kita bekerjasama untuk memba-
ngun Indonesia yang lebih baik, lebih
maju, dan lebih sejahtera bagi semua.

Indonesia tidak gelap, Indonesia ada-
lah negara yang cerah, dinamis, dan pe-
nuh dengan potensi. Mari kita buat Indo-
nesia menjadi negara yang lebih baik dan
lebih sejahtera bagi semua. (¥)-d

*)Harman Nugroho, Aktivis Aliansi
Santri Peduli Indonesia (ASPI)
Yogyakarta.

yang dinamis, Indonesia
memiliki semua kompo-
nen yang diperlukan un-
tuk menjadi negara yang
makmur dan sejahtera.
Dalam beberapa tahun
terakhir, Indonesia telah
menunjukkan kemajuan
yang signifikan dalam
berbagai bidang. Ekonomi
Indonesia telah tumbuh
dengan stabil, dengan per-
tumbuhan GDP yang kon-
sisten di atas 5%. Selain
itu, Indonesia juga telah
membuat kemajuan yang
signifikan dalam bidang
infrastruktur.  Pemba-
ngunan jalan, jembatan,
dan bandara telah me-
ningkatkan konektivitas
dan aksesibilitas di selu-
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Tiga polisi gugur ditembak oknum TNI saat
gerebek sabung ayam.
- Lawan beking judi bertaruh nyawa.

Diisukan mundur, Sri Mulyani tetap fokus jaga
mandat APBN.
- Tetap berkhidmat untuk rakyat.

Sivitas akademika UGM tolak dwi fungsi TNI.
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